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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Dalam suatu organisasi, baik swasta atau pemerintah perlu adanya suatu 

komitmen atau tujuan bersama agar organisasi tersebut menjadi maju dan 

berkembang. Adapun satu hal yang sangat penting dalam organisasi adalah 

adanya pedoman dan petunjuk yang disusun secara terstruktur dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka 

mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien, dan ekonomis, 

pedoman dan petunjuk yang disusun secara terstruktur merupakan aspek yang 

paling penting. Dimana dalam pemerintahan, penerapan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) memang merupakan sebuah keharusan dalam suatu organisasi. 

Dalam mewujudkannya salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu 

dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara Nomor 35 

Tahun 2012 yang bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih 

efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat.  

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu perangkat lunak 

pengatur, yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja 

tertentu. Dokumen SOP tertulis ini selanjutnya dijadikan standar bagi 

pelaksanaan prosedur kerja tertentu tersebut. Penyusunan dan implementasi 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan kegiatan yang memerlukan 

partisipasi secara penuh dari semua unsur pegawai yang ada di dalam institusi 

pemerintah. Tuntutan partisipasi penuh dari semua unsur institusi ini dilandasi 

alasan bahwa hanya pegawai yang paling tahu kondisi yang ada di tempat kerja 
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mereka dan yang terkena dampak secara langsung dari perubahan tersebut. 

Adapun ketentuan dimana instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) terbaru jikalau ada regulasi baru yang 

dikeluarkan baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun 

jika SOP tersebut telah usang atau ada prosedur tambahan dan harus 

diperbaharui. 

Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilakukan dengan 

menyesuaikan pada perubahan dan perkembangan yang terjadi pada instansi 

atau organisasi. Hal tersebut dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya 

dampak buruk bagi organisasi seperti pelayanan yang tidak efektif dan efisien 

dan merugikan pengguna layanan karena bisa jadi dari hasil monitoring dan 

evaluasi di lapangan yang dimana SOP tersebut sudah tidak relevan dengan 

kondisi nyata organisasi atau kebutuhan pengguna layanan. Perubahan atau 

perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus terbuka terhadap 

penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efektif dan 

efisien. Menurut Hadiwiyono (2013:228) salah satu dampak buruk jika Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang sudah usang atau belum diperbaharui adalah 

terjadi ketidaksesuian prosedur yang digunakan oleh salah satu sub bagian yang 

berdampak pada kesalahpahaman, yaitu salah mengambil keputusan dalam 

menyelesaikan sebuah proses. Sehingga adapun tujuan pembaharuan SOP 

adalah membuat standarisasi proses yang baru sesuai dengan perubahan yang 

terjadi untuk menghindari ketidaksesuaian antar sub bagian. 

Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten 

Takalar memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing pada tiap bidang 

dengan petunjuk dan prosedur yang berbeda-beda dalam menjalankan 

tugasnya. Terkhusus pada bidang pembinaan pemerintahan desa yang memiliki 

tugas pokok dan fungsi seperti melaksanakan penyusunan, pelaksanaan 
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kebijakan, pembinaan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan 

evaluasi di bidang pemerintahan desa yang dimana dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya perlu adanya prosedur kerja. Dimana pada umumnya 

masalah yang sering terjadi berkaitan dengan prosedur kerja pada tiap-tiap 

Bidang yaitu penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara berkala 

jika dianggap telah usang dan perlunya pembaharuan terlebih jika adanya 

kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah. Terkhusus bidang pembinaan 

pemerintahan desa berkaitan erat dengan pengelolaan dana desa dan Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat kurang mampu sehingga kemungkinan 

besar adanya perubahan kebijakan pemerintah mengenai dana desa dan 

bantuan melihat tahun-tahun sebelumnya adanya wabah Covid-19 sehingga 

regulasi yang dikeluarkan sebelumnya akan berbeda dengan kondisi sekarang 

ini. 

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian bersama salah satu pegawai 

pada Kantor Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar menyatakan bahwa 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan hal yang diperlukan pada 

setiap instansi dimana SOP merupakan acuan/standarisasi cara yang dilakukan 

pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan tugasnya. Serta dengan 

adanya SOP dapat mengurangi tingkat kesalahan sehingga dalam penyelesaian 

suatu kegiatan lebih tertata baik dan efisien. Adapun juga hasil wawancara, 

menyatakan bahwa adanya Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2022 yang terbaru sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) 

juga harus disesuaikan dengan peraturan tersebut khususnya pada penyusunan 

SOP Supervisi dan Asistensi Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa, SOP 

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, SOP Verifikasi dan 
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Pelaporan Pelaksanaan Alokasi Dana, dan SOP Penyusunan dan Pembinaan 

Sistem Informasi Keuangan Desa. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) harus mutakhir (uptodate). Seiring 

dengan adanya perubahan internal maupun eksternal organisasi maka SOP juga 

harus ikut berubah. Untuk itu, secara periodik SOP perlu ditinjau kembali agar 

tetap mutakhir karena apabila ada perubahan kebijakan harus terlihat pada SOP. 

Apakah kebijakan dan prosedur masih berlaku, masih relevan atau bahkan 

sudah tidak diperlukan. 

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk 

penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di 

lingkungan pemerintahan, hal tersebut dapat dikemukakan penyebabnya dan 

bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan sudah sesuai 

dengan apa yang ditetapkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP), maka 

secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih efektif, efisien dan 

ekonomis.  

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) pada Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa 

Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten 

Takalar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dirumuskan oleh 

peneliti yaitu: “Belum adanya SOP yang terperbaharui, sehingga SOP yang ada 

belum sesuai dengan Peraturan Bupati Takalar Nomor 49 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
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Anggaran 2022 yang terbaru pada Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kabupaten Takalar Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa”.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka tujuan 

pada penelitian ini, untuk mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pada Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang 

Pembinaan Pemerintahan Desa seperti SOP supervisi dan asistensi pengelolaan 

aset dan keuangan desa, SOP pembinaan pengelolaan keuangan dan aset 

desa, SOP verifikasi dan pelaporan pelaksanaan alokasi dana, dan SOP 

penyusunan dan pembinaan sistem informasi keuangan desa agar sesuai 

dengan peraturan yang terbaru dan dapat meningkatkan kinerja pegawai 

maupun organisasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat mengkaji dan menyusun 

Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan ilmu yang telah 

dipelajari di bangku kuliah. 

b. Menambah referensi tambahan khususnya penelitian yang terkait 

dengan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

2. Manfaat Praktis 

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi Kantor Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desadalam penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (SOP).  




